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ABSTRAK 

 

 Desa Tameran adalah salah satu desa yang termasuk kategori desa mandiri, terkait 

ketersediaan infrastruktur juga menunjang sejehteraan masyarakat, dimana di Desa Tameran 

sendiri masih banyak keluhan masyarakat terkait ketersediaan infrastruktur yang kurang 

memadai. Masih banyak jalan berlubang menuju kerumah warga, sedangkan jalanan tersebut 

menjadi akses untuk warga mencari rezeki serta menjadi jalan sehari-hari untuk anak-anak pergi 

sekolah, sampai sekarang masih belum ada tanggapan dari pemerintah Desa untuk 

mengupayakan jalan tersebut. Padahal pemerintah daerah sudah memberikan bantuan terkait 

bantuan keuangan desa bermasa 1 milyar, sesuai dengan peraturan Bupati Bengkalis Nomor 74 

Tahun 2021 pasal 5 menjelaskan 60 % dari dana tersebut digunakan untuk Pembangunan desa 

atau infrastruktur desa. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implemantasi Kebijakan 

Bantuan Dana Khusus Desa Bermasa Dalam Upaya Meningkatkan Infrastruktur Di Desa 

Tameran Kecamatan Bengkalis Tahun 2022-2024. 

 Pada penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori dari  Edward George III, menurut nya 

ada empat variabel dalam kebiajakan itu sendiri, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau 

sikap pelaksana dan struktur komunikasi. Ke empat  variabel tersebut harus dilaksanakan secara 

simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Bantuan Dana Khusus 

Desa Bermasa di Desa Tameran belum berjalan dengan maksimal, karena terdapat faktor- faktor 

yang mempengaruhi seperti komunikasi, sumber daya, diposisi, dan struktur birokrasi sehingga 

menyebabkan proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa belum teroptimalisasikan 

dengan baik 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Desa, Bermasa 

   

ABSTRACT 

 

 Tameran Village is one of the villages that is included in the category of independent 

villages, related to the availability of infrastructure also supports the welfare of the community, 

where in Tameran Village itself there are still many complaints from the community regarding 

the availability of inadequate infrastructure. There are still many potholed roads leading to 

residents' homes, while these roads are access for residents to earn a living and are a daily route 

for children to go to school, until now there has been no response from the Village government 

to try to fix the road. Even though the local government has provided assistance related to 
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village financial assistance of 1 billion, in accordance with Bengkalis Regent Regulation 

Number 74 of 2021, Article 5 explains that 60% of the funds are used for village development or 

village infrastructure. The purpose of this study is to describe the Implementation of the Special 

Village Fund Assistance Policy in an Effort to Improve Infrastructure in Tameran Village, 

Bengkalis District in 2022-2024. 

 In this study, the theory used is the theory of Edward George III, according to him there 

are four variables in the policy itself, namely communication, resources, disposition or attitude 

of the implementer and communication structure. The four variables must be implemented 

simultaneously because one has a close relationship with the other. 

 The results of this study indicate that the Implementation of the Special Village Fund 

Assistance Policy in Tameran Village has not been running optimally, because there are 

influencing factors such as communication, resources, position, and bureaucratic structure, 

which have caused the process of activities carried out by the village government to not be 

optimized properly. 

Keywords: Implementation, Policy, Village, Massive 

 

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang berjalan hingga 

saat ini merupakan suatu proses 

berkelanjutan dalam upaya peningkatan 

kesejahteraan umum, sebagaimana yang 

tercantum dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945. Salah satu indikator 

tingkat kesejahteraan masyarakat adalah 

kemiskinan. Kemiskinan merupakan 

derivation of well being atau kondisi 

hilangnya kesejahteraan. kemiskinan masih 

menjadi permasalahan global, terutama di 

negara-negara berkembang Penanggulangan 

kemiskinan merupakan suatu hal yang 

penting dan memperoleh perhatian lebih 

karena kemiskinan berdampak pada 

turunnya kualitas hidup masyarakat yang 

dapat berakibat pada meningkatnya beban 

sosial ekonomi, rendahnya produktifitas 

SDM (sumber daya manusia) dan rendahnya 

partisipasi masyarakat, serta memburuknya 

kepercayaan terhadap pemerintah dan 

menurunnya mutu generasi yang akan 

datang Perhatian pembangunan perlu 

diarahkan kepada pembangunan pedesaan 

dengan segala aspeknya, karena titik tumpu 

pembangunan masyarakat Indonesia berada 

di pedesaan. Tetapi semuanya berbanding 

terbalik dengan kenyataan yang ada saat ini, 

Perhatian pemerintah pusat pada Desa, 

dibuktikan dengan ditetapkannya UU No. 6 

Tahun 2014 tentang Desa sebagai legal 

standing bagi desa untuk penyelenggaraan 

pembangunan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. Pasal 1 ayat 9 Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 

Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pembangunan Desa mendefinisikan 

pembangunan desa sebagai upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan 

untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. Pembangunan desa 

mencakup diberbagai bidang seperti bidang 

penyelenggaraan pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan 

masyarakat desa. 

Pemerintah kabupaten Bengkalis 

sebagai salah satu pelaksana pemerintahan, 

pada tahun 2022 memberikan BKK 

(Bantuan Keuangan Khusus) untuk Program 

Desa BERMASA atau Hibah BERMASA. 

Hibah BERMASA diberikan sebagai bentuk 

perwujudan visi misi Bupati Bengkalis 

periode 2021-2024 yaitu Kabupaten 

Bengkalis Bermarwah, Maju dan Sejahtera 

(BERMASA). Hibah BERMASA 
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mengalokasikan pagu APBD Kabupaten 

Bengkalis sebesar Rp 1 Miliar untuk setiap 

desa. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan 

serta mengoptimalisasi penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan 

dan pembinaan kemasyarakatan oleh 

pemerintah desa. Sebagai pedoman 

pelaksanaan Hibah BERMASA, pemerintah 

kabupaten Bengkalis menetapkan Peraturan 

Bupati (Perbup) Bengkalis Nomor 74 Tahun 

2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan 

Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program 

Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di 

Kabupaten Bengkalis dan Keputusan Kepala 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

(DPMD) Kabupaten Bengkalis Nomor 

051/KPTS/X/2021 Tentang Petunjuk Teknis 

Penyaluran dan Penggunaan Bantuan 

Keuangan Bersifat Khusus Untuk Program 

Desa Bermasa Kepada Pemerintah Desa di 

Kabupaten Bengkalis. Maksud petunjuk 

teknis yang ditetapkan DPMD berisi 

petunjuk penggunaan, persyaratan, 

mekanisme penyaluran, pelaporan dan 

pembinaan serta pengawasan yang 

dipedomani Pemerintah Desa. 

Program Desa Bermasa terdiri dari 8 

(Delapan) indikator kegiatan yang meliputi : 

a. Pelayanan publik berbasis teknologi 

b. Pemberdayaan ekonomi dan keterlibatan 

perempuan desa 

c. Infrastruktur dan inovasi desa sesuai 

kebutuhan 

d. Tata kelola keuangn desa dan informasi 

publik 

e. Desa peduli lingkungan 

f. Membangun desa dengan kemitraan 

g. Optimalisasi peran anak, pemuda/pemudi, 

remaja desa dalam kelembagaan desa 

yang dinamis dan budaya desa adaptif 

h. Kegiatan bersifat strategi desa 

Desa Tameran adalah salah satu desa 

yang termasuk kategori desa mandiri, terkait 

ketersediaan infrastruktur juga menunjang 

sejehteraan masyarakat, dimana di Desa 

Tameran sendiri masih banyak keluhan 

masyarakat terkait ketersediaan infrastruktur 

yang kurang memadai. Masih banyak jalan 

berlubang menuju kerumah warga, 

sedangkan jalanan tersebut menjadi akses 

untuk warga mencari rezeki serta menjadi 

jalan sehari-hari untuk anak-anak pergi 

sekolah, sampai sekarang masih belum ada 

tanggapan dari pemerintah Desa untuk 

mengupayakan jalan tersebut. Padahal 

pemerintah daerah sudah memberikan 

bantuan terkait bantuan keuangan desa 

bermasa 1 milyar, sesuai dengan peraturan 

Bupati Bengkalis Nomor 74 Tahun 2021 

pasal 5 menjelaskan 60 % dari dana tersebut 

digunakan untuk Pembangunan desa atau 

infrastr Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengetahui hambatan dan kendala apa saja 

yang terjadi  sehingga jalan yang rusak tidak 

di perbaiki dan pemberdayaan masyarakat di 

desa Tameran tidak terealisasi dengan baik, 

sementara anggaran sudah di anggarkan 

untuk memaksimalkan kesejahteraan 

masyarakat setempat.  

 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pada latar belakang 

diatas dan untuk tidak membuat semua ini 

keliru penulis membatasi rumusan masalah, 

yaitu : Bagaimana implementasi Kebijakan 

Bantuan Dana Khusus Desa Bermasa di 

Desa Tameran  dalam meningkatkan 

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat 

? 

TUJUAN PENELITIAN 

 Sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah diuraikan dalam 

penelitian ini, maka penulis memiliki 

beberapa tujuan yang menjadi sasaran 

penelitian ini, yaitu : Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

Implemantasi Kebijakan Bantuan Dana 

Khusus Desa Bermasa Dalam Upaya 

Meningkatkan Infrastruktur Di Desa 

Tameran Kecamatan Bengkalis Tahun 2022-

2024 
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METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini dibutuhkan data 

yang konkrit dengan data dan fakta yang ada 

di lapangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh 

karena itu penelitian dilakukan dengan cara 

menggunakan pendekatan kualitatif, yang 

disebut juga dengan metode kualitatif karena 

data kualitatif merupakan sumber dari 

deskripsi yang sangat luas. Metode kualitatif 

itu sendiri adalah metode yang 

mengugkapkan makna yang esensial, 

digunakannya latar alami (natural setting) 

sebagai sumber data langsung dimana 

peneliti sendiri merupakan dasar instrumen 

kunci. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif. Deskriptif bertujuan untuk  

membuat gambaran yang sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat 

pada suatu obyek penelitian untuk 

mendapatkan informasi yang lebih terperinci 

dalam mengeksploitasi dan klarifikasi 

fenomena dan tipe penelitian deskriptif 

digunakan jika ada pengetahuan atau 

informasi tentang gejala sosial yang akan 

diselidiki, dipermasalahkan dan 

menganalisis serta menghasilkan data berupa 

ucapan, tulisan, dan perilaku orang- orang 

yang diamati. Dalam penelitian ini ada dua 

jenis data yaitu data primer dan data 

sekunder. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Kebijakan Bantuan Dana 

Khusus Desa Bermasa Dalam Upaya 

Meningkatkan Infrastruktur Di Desa 

Tameran Kecamatan Bengkalis Tahun 

2022-2024. 

Dalam bab ini peneliti akan  

menganalisis bagaimana implementasi 

kebijakan bantuan dana khusus desa 

bermasa dalam upaya meningkatkan 

infrastruktur dan pemberdayaan di Desa 

Tameran. Implementasi dapat diihat dari 

beberapa perspektif atau pendekatan, salah 

satunya menurut George C.Edward III. 

Berdasarkan hasil analisis implementasi 

kebijakan bantuan dana khusus desa 

bermasa dapat dilihat dari empat faktor yang 

merupakan syarat utama keberhasilan suatu 

implementasi kebijakan dan menjadi kriteria 

penting dalam menemukan bagaimana 

implementasi suatu kebijakan yaitu : 

1. Komunikasi 

2. Sumber Daya 

3. Sikap Birokrasi atau Pelaksana 

(Diposisi) 

4. Struktur Organisasi 

Hal ini sehubung dengan tujuan 

pengimplementasian kebijakan bantuan dana 

khusus desa bermasa dalam meningkatkan 

infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat 

di Desa Tameran. Dari hasil penelitian di 

lapangan dan wawancara mendalam dengan 

informan penelitian mengenai implementasi 

kebijakan bantuan dana khusus desa 

bermasa dapat dilihat dari beberapa 

indikator berikut. 

1. Komunikasi 

Tahap komunikasi adalah salah satu 

tahap yang ada dalam suatu proses 

implementasi kebijakan di dalam proses 

implementasi suatu kebijakan adanya 

tahapan yang salah satunya tahap 

komunikasi, tahap komunikasi mensyaratkan 

agar implementor mengetahui apa yang 

harus dilakukan secara jelas. Apa yang 

menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus 

di informasikan kepada kelompok sasaran 

(target group) sehingga kelompok sasaran 

mengetahuinya informasinya dengan jelas. 

Alur pertama komunikasi dalam 

kebijakan implementasian bantuan keuangan 

khusus desa bermasa dilakukan oleh 

pemerintah daerah kepada setiap desa, agar 

penggunaan dana BKK (Bantuan Keuangan 

Khusus) bermasa ini terarah dan sesuai 

prioritas dan menjadi kepentingan 

masyarakat, maka pihak kecamatam 

melakukan sosialisasi pembinaan 



JOM FISIP Vol. 12: Edisi I Januari – Juni  2025 Page 5 

 

mekanisme pelaksanaan infrastruktur desa 

bersumber dari dana bermasa, salah satunya 

di desa Tameran. hal ini disampaikan 

langsung oleh Camat Bengkalis diwakili  

Sekcam, yaitu bapak Rafli Kurniawan, 

dalam  sosialisasi tersebut beliau 

menyampaikan bahwa dari pihak kecamatan 

Bengkalis bersama beberapa kooardinator 

kecamatan Bengkalis turun langsung ke desa 

Tameran sebagai salah satu pengawasan 

terhadap penggunaan dan BKK bermasa. 

bahwasanya di situ pihak kecamatan harus 

membentuk tim pelaksanaan pembinaan, 

monitoring dan pengawasan terhadap 

pemerintah desa. Di sini pemerintah 

kecamatan melakukan pembinaan, 

monitoring dan evaluasi agar dana yang 

sudah dikucurkan ke Pemerintah desa itu 

tidak salah sasaran yang nantinya bisa 

berimbas kepada hal-hal yang tidak 

diinginkan pemerintah desa. 

2. Sumber Daya 

Sumber daya merupakan faktor kedua 

yang mempengaruhi implementasi suatu 

kebijakan. Karena bagaimanapun baiknya 

kebijakan atau program itu dirumuskan, 

tanpa ada dukungan sumber daya yang 

memadai maka kebijakan akan mengalami 

kesulitan dalam mengimplementasikannya. 

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber 

daya menusia, sumber daya fasilitas dan 

prasarana dalam menjalankan suatu 

kebijakan. Karena apabila sumber daya 

manusia sudah berkualitas tetapi sumber 

daya fasilitas sarana dan prasarana tidak 

mencukupi untuk mendukung sumber daya 

manusianya dalam melakukan suatu 

tindakan, hal ini juga tidak bisa sinkron dan 

tentunya tidak memiliki hasil yang optimal 

dalam pelaksanaannya. Faktor sumber daya 

manusia mempunyai peranan penting dalam 

implementasi kebijakan, karena 

bagaimanpun jelas dan konsistennya 

ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu 

kebijakan jika para personil yang 

bertanggung jawab mengimplementasikan 

kebijakan kurang efektif, maka 

implementasi kebijakan tersebut tidak akan 

efektif. 

3. Disposisi dan Sikap Pelaksana 

Disposisi atau sikap para pelaksana 

adalah faktor penting dalam pendekatan 

mengenai pelaksanaan. Jika pelaksana ingin 

efektif, maka para pelaksana tidak hanya 

harus memiliki kemampuan untuk 

melaksanakannya. Disposisi adalah sebuah 

sikap atau tindakan yang diambil sebuah 

lembaga pemerintahan maupun perorangan, 

dikarenakan sikap ini sangat menentukan 

masa depan Negara maupun masyarakat 

sekitarnya yang ada, untuk itu diperlukan 

sikap atau langkah yang ingin diambil untuk 

keberlangsungan sebuah kelompok maupun 

perorangan, maka dari itu apabila salah 

dalam mengambil suatu keputusan makan 

berakibat buruk untuk sebuah kelompok atau 

perorangan nanti kedepannya. Dalam hal ini 

jika para pelaksana kebijakan bersikap baik 

dan mendukung kebijakan tersebut, maka 

pelaksanaan kebijakan akan maksimal dalam 

mencapai tujuan kebijakan tersebut. 

4. Struktur Organisasi 

Birokrasi merupakan secara keseluruhan 

menjadi pelaksana kebijakan demikian juga 

halnya dengan adanya kebijakan BKK 

(Bantuan Keuangan Khusus) di desa 

Tameran harus memiliki struktur birokrasi 

yang baik. Dari birokrasi ini ada dua 

karakteristik utama yaitu prosedur-prosedur 

kerja, ukuran-ukuran dasar (Operating 

Procedur) 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap implementasi 

Implementasi Kebijakan Bantuan Dana 

Khusus Desa Bermasa Dalam Upaya 

Meningkatkan Infrastruktur Dan 

Pemberdayaan Masyarakat Di Desa 

Tameran Kecamatan Bengkalis Tahun 2022-

2024. Maka dapat di tarik kesimpulan 

berdasarkan teori yang dikemukakan oleh 
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Edward III bahwa pelaksanaan kebijakan 

pengimlementasian kebijakan BKK 

(Bantuan Keuangan Khuus) desa bermasa di 

desa Tameran secara keseluruhan sidah 

berhasil dan baik namun belum cukup 

optimal. Hal ini dikarenakan bebarapa 

aspek, yaitu yang pertana adalah komunikasi 

dalam mensosialisasikan progam tersebut 

kepada masyarakat masih kurang maksimal, 

sehingga masih banyak masyarakat yang 

belum mengetahui rancangan apa saja 

mengenai program tersebut sehingga 

menyebabkan terhambatnya untuk mencapai 

tujuan kebijakan. Kemudian yang ke dua 

adalah aspek sumber saya, sumber daya staff 

atau pegawai yang dimiliki oleh Pemerintah 

Desa Tameran masih kurang dari segi 

kuantitas, sedangkan untuk kualitasnya 

secara keseluruhan sudah cukup baik. Dan 

terkait sarana dan prasarana yang dimiliki 

sudah memadai. 

Selanjutnya sikap pelaksana pegawai 

atau staff sudah cukup baik, dan untuk 

intensif tidak ada diberikan kepada pegawai 

atau staff pelaksana kebijakan, sehingga 

kurangnya motivasi dalam bekerja. 

Kemudian dalam struktur birokrasi terkait 

SOP itu tidak ada, Pemerintah Desa 

Tameran hanya mengkuti aturan sesuai 

PERBUP No 74 Tahun 2021 Pedoman 

Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat 

Khusus Untuk Program Desa Bermasa 

Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten 

Bengkalis. Pelaksanaan pembangunan dalam 

skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai 

dengan daftar skala prioritas pembangunan 

desa baik di bidang penyelenggaraan 

pemerintahan, bidang pembangunan desa, 

bidang pembinaan kemasyarakatan, dan 

bidang pemberdayaan masyarakat, maka 

perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJM Desa) sebagai 

pedoman dan arah pembangunan desa yang 

pada akhirnya menuju kepada masyarakat 

mandiri dan sejahtera. Salah satu agenda 

desa dalam mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik adalah dengan membangun sistem 

perencanaan yang baik dan berpihak pada 

masyarakat miskin yang dilakukan secara 

partisipatif, karena dengan adanya 

perencanaan yang baik cita-cita untuk 

mensejahterakan masyarakat dapat 

dilakukan secara terencana dan terukur. 

 

SARAN 

Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk 

Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah 

Desa Tameran sebagaimana simpulan diatas 

masih belum terlaksana secara baik dan 

optimal, maka peneliti menyarankan untuk 

Implementasi Kebijakan Pengelolaan 

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Untuk 

Program Desa Bermasa Kepada Pemerintah 

Desa agar terlaksana dengan baik dan 

optimal maka Pemerintah Desa Perlu 

meningkatkan komunikasi dengan 

masyarakat, menjaga harmonisasi 

pelaksanaan berbagai program berbasis 

pemberdayaan dan partisipasi   masyarakat 

dalam kerangka kebijakan sehingga tujuan 

dari kebijakan tersebut bisa tercapai dengan 

maksimal. 
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